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BUIPATI KATINGAN,

bahvra penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor dan bahan

adiktif lainnya menghancurkan masa delpan generasi muda sehingga

perlu dilakukan penanganan yang lebih kornprehensif dan terpadu;

bahvra untulr melakukan pencegahan dan pemberantiasan

penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif

lainnya perlu Pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika

Kabtrpaten Katingan Masa Bakti2012 -2014;

bahvra berdasarkan pertimbangan sebagmimana dimaksud pada huruf a

daN b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturart

Bupitti Katingan.

Undilng-undang Nomor I Tahun 1976 ltentang Pengesahan Konvensi

Tunglgal Narkotika 1961 beserta Protokol t,'ang mengubalrnya (Lembaran

Negara Republriil< Indonesia Tahun 1976 tr,lomor 36, Tamtnhan Lembaran

Negara Republii[< lndonesia Nomor 3085);

Underng-Undan1; Nomor 8 Tahun 1996 te,rrtang Pengesahan Conventiort

Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran

Neglra Republic lndonesia Tahun 11[196 Nomor '100, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 3657);

Undtrng-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotrcrpika (Lembaran

Negara Republic lndonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembarart

Negara Republik lndonesia Nomor 3671);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United

Nations Converntion Against Licit Trallffic ln Narcotic Drugs and

Psyclrotropic Surbstances,1988 (Konvensil Perserikatan Bangsa-bangsa

tentang Pemrberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan

Psikcrtropika,lgtiS) Lembaran Negara Rtpublik lndonesia Nomor 17,

Tamtrahan Lemlbaran Negara Republik ind,onesia 3673);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembenfukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamerndau, Karbupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Murung raya, dan Kabupaten baroto Timur diWilayah Provinsi

Kalinrantan Tengah (Lembaran Negara R:epublik lndonesia Tahun 2002

Nomrlr 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor4180);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintiahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tamtnhan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4/,37)

sehal;aimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undangl

Nomr>r 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor S9,Tambahan Lembaran Negara

Republik lndone,sia Nomor 4M4);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terntang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerinrtah Pusat dan Pemerintath Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2A04 Nomcrr 126, Tambahan Lembarab

Negara Nomor4438);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lemhraran

Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan

Lemteran Negara Republik lndonesia Nonror 5062);

Urndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kirntang Pembentukan Peraturan

Perurrdang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NelXara Republik lndonesia Nomor

5234\i

10. Peral:uran Pemerintah Nomor 6 Tahun 19lli8 tentang Koondinasi Kegiatan

lnstansi Vertika{ di Daerah (l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun

1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3373);

11. Peralturan Pemr;rintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rropublik lndonesia Tahun 2005

Nomrrr 140, Tarmbahan Lembaran Negarna Republik Indonesia Nomor

4578);
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12. Peraturan Pemerrintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan

Pemelrintahan l\,ntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerrintahan lDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

lnclorresia Tahunr 2007 Nomor 82, Tambatuan Lembaran Negara Republik

lndorresia Nomlrr 4737');

13. Peraturan Pemr,erintah Nomor 41 Tahuln 2007 tentang Organisasi

Perartgkat Daeriah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nomgr 89. Tanrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4741"ti

14. Peraturan Pemelrintah Nomor 6 Tahun 20108 tentang Pedoman Evaluasi

Peny,alenggofodLrl Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndorresia Tahunr 2008 Nomor 19, Tambahrian Lembaran Negara Republik

lndorresia Nomcrn a81 5);

15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 21007 tentang Badan Narkotika

Nasional, Bactan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika

Kabupaten/Kota;

16. Peraluran Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Yanrg Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan

(Lembaran Daelah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);

ME:MUTUSKAN:

: PERATI.IRAN BUIPATT TENTANG BADA}'I NARKOTIKA KABUPATEN

KATINGAN

BAB I

KI:TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahart

oleh Pemerintarh daerah san DPRD menurut asas otonor',li dan tugasi

pem$antuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam System dan

prinsip Negara Kesatuan Republik lndcrnesia sebagaimana dimaksud

dalarn Undang-lUndang Dasar Negara Republik lndonesia sebagaimana

dima,ksud dalarn Undang-Undang Dasan Negara Republik lndonesia

Tahun 1945;

Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan Perangkat Daerah se$agai

peny'elenggara lPemerintah Daerah;

Irtlenetapkan

1.

2.
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3. Bupatiadalah BuPati Katingan;

4. Wakil Bupatiadalah Wakil Bupati Katingan;

5. Seknttaris Daerah adalah Sekretaris DaerahKabupaten Katingan;

6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat PNN adalah

lernbiaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawall langsung fi<epada Presiden;

7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lenrbaga pada Pemerinta Daerah,

terdiri atas Seliretariat daerah, Sekretariiat DPRD, Dinas Daerah dan

Lemtraga Tehnis Daerah;

8. Badan Narkotika Kabupaten Katingan yarng selanjutnya disingkat BNK

adalarh Badan Niarkotika Kabupaten Katingan;

9. P4Gl,l adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan

pererlaran gelap narkotika, psikotropika, prekotropika, precursor dan

bahan adiktif lainrnya. di Kabupaten Katingarn.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1). Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badarn Narkotika Kabupaten (BNK).

(2). Bagan Struktun Organisasi Badan lrlarkotika Kabupaten (BNK)

sebalgaimana te,rcantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN,'TUGAS POKOK DAN FUI,{GSI

l3agian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

BNK adalah Lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 4

BNK mernpunyaitugas membantu Bupatidalam :

a. Menglkoordinasikan perangkat daerah dan instiansi vertikal di Kabupaten

Katingan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

operitsional di bidang P4GN.
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b. Memlrcntuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri

atas gnsur Perangkat Daerah dan instansi,uertilaldi Kabupaten Katingan

sesueri dengan tugas, fungsi dan kewenanglannya masing-masing.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam nrelaksanakian tugas sebagaimana dlmal<sud dalam pasal 4, BNK

menyelenggarakan liungsi :

a. Pengl<oordinasiern perangkat daerah dan instansi vertikal di Kabupaten

Katinllan dalanr penyiapan dan penyu$unan kebijakan pelaksanaan

operasional di bidang P4GN.

b. Pengoperasian satuan tugas terdiri atas unsur perangkat daerah dan

instansi vertikal di Kabupaten Katingan d[ bidang P4GN sesuai dengan

tugas, fungsi dan kewenangannya masing rnasing.

c. Pelaksanaan pemutusan jaringan p,eredaran gelap narkotika,

psikollropika, pnlkusor dan bahan aditif leuinnya melalui satuan tugas di

Lingkungan Palmerintah Kabupaten Katingan sesuai kebijakan

operarsional BNl,l dan;

d. Pemtrangunan sierta pengembangan system informasi sesuai dengan

kebijerkan operasiional BNN.

BAB IV

SUSIUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi BNK terdiri atas :

a. Ketua : Wakil BuPatiKatingan

b. Sekrertaris : Kabag Bina Mitra Polrr:rs Katingan

c. Anggota-anggota :

1. Asisten Admrilnistrasi, Perekonomian, Pombangunan dan Kesra

Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikarsiidan lnformatika Kabupaten

Katingan.

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten K;atingan.

4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM

Kabupaten lGtingan.
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5. Kerpala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan'

6. Kerpala Dinas sosial, Tenaga Kerja dan'Iransmigrasi Kabupaten

Kertingan.

7. Kerpala Dinasi Kesehatan Kabupaten Katingan.

8. Kerpala Dinas Pemuda, olahraga, Kebuclayaan dan Pariwisata

Kerbupaten Katingan.

9. Kerpala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat l'(abupaten Katingan.

10. Kerpala Badan Pemberdayaan Perempuan , Anak dan 1(B Kabupaten

Kettingan.

1 1. lnripektorat K.abupaten Katingan.

12. Kerpala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Katingan'

13. Asiisten lntelijien Kejaksaan Negeri Kasongan.

't4. furisten Tindark Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Katingan.

15. Ktrsat lntelpam Polres Katingan'

16. Ktrsad Reskrim Polres Katingan.

17 . Ke>pala Bagiarn Kemitraan Polres Katingan'

18. Pttrwira Penghubung KODIM 1015 Sarrpit di Kasongan'

19. Krpala Bagieln Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

20. Kgpala Bagiarn Administrasi Kesra dan l(emasyarakatan Sekretariat

Diterah KabttPaten Katingan.

21. Kr:pala Bagiarn umum sekretariat Daerah kabupaten Katingan.

22. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Karhupaten Katingan.

23. Forum Komr,nnikasi Umat Beragama.

24. Media Cetak dan Media Elektronik.

25. Lermbaga Swadaya MasYarakat.

Pasal 7

(1). Urrtul< meningfiatkan kelancaran tugasnya, BNK didukung oleh

Pelaksana Harian BNK.

(2). Pemlrcntukan, r0rganisasi dan tata kerja serta uraian tugas Pelaksana

Hariern BNK dialtur dan ditetapkan dengan peraturan dan atau Keputusan

Buparti.
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BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

(1). Rapat Koordinarsi di lingkungan BNK dialdakan secara berkala paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai

dengian kebutuhan;

(2). Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan

fungs;i BNK kepada Bupati secara ber}rala atau sewaktu-waktu jika

dipanrdang perlur dan tembusannya disamp:ilkan kepada BNN dan BNP;

(3). Dalarn melaksanakan tugas BNK dapat mengikutsertakan peran

masyarakat.

BAB VI

IPEMBIAYAAN

Pasal I
(1). Biayer yang diperlukan bagi pelaksanaan turgas BNK dibebankan kepada

Anggaran Pendiapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

(2). Dalarn melaksernakan tugas dan menyerlenggarakan fungsinya, BNK

dapalt menerima bantuan dari pihak lain baik dalam negeri maupun luar

negerd yang sifertnya tidak mengikat sesuiiti dengan ketentuan peraturan

perurtdang-undetngan.

BAB VII

KETIINTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan tlerlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Katingan

Nomor 1 Tahun 2tC10 tanggal 27 Januari tentang Pembentukan Badan

Narkotlka Kabupaten Katingan Masa Bakti 2010 - 2012 dicabut dan

dinyatakarn tidak berlaku.
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tangglal di Undangkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, r"rerintahkan pengurldangan Peraturan Bupati ini

dengan Penempatannya dalam Berita Daerah lGbupaten Katingan.

Ditetap,kan di Kasongan .

pada tanggal, rL A\owE 2oV

BUPATI KATINGAN
(\
\,/ \
lf ryrtvq----

DLIIWEL RAWING

Diundangkan di Kasotngan

pada tangg;al, lA ffioruE 7o\'1.

BERITA DAERAH K\BUPATEI,I KATINGITN TAHUN 2012 NOMOR: 53

SEKRElARIS
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L.A,MPIRAN : PERA.TURAN tsUPATI KATINGAN

NOMOR :Stanuttzo1z
TANGGAL : tL /AortL ;D\L

SUSUI\hN ORGANISASI

BADAN NARKOTI I(A KABUPATEN KATINGAN

AhIGGOTA

rrlTt, I(AINGAN

\,/ r
ilrr*L--

KETUA

BADAN NARKOTIKA

ll(ABUPATEN

SEKRETARIS

MERANGKAI)

ANGGOTA

DL'WEL RAWING


